PEMERINTAH KOTA BITUNG :
DINAS PENDIDIKAN DAN _}
KEBUDAYAAN ¢

Jin.Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 3188s  Bilung
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitun ahoo.com kode pos 95544 ;

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 43* [SK/DIKBUD/2021
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK “GMIM WINENET“

Menimbang : & Bahwa agar penyelenggarsan kegiatan Pendidikan di TK * Gmim Winenet
*Kelurahan Winenet SatuKecamatan Aertembaga Kota Bitung dapat sesual
ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa periu untuk
menerbitkan ljin Operasional.

b. Bahwa kegiatan Pendidikan dl TK * Gmim Winenet" Kelurahan Winenet Salu
kecamatan Aertembaga didinkan sejak Tahun Ajaran 1987/1988

Mengingat Undang-Undang RI Nomar 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perfindungan Anak;
Undang-undang Nomor 4 tahun 1978 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Masional tahun 2004-2025;

§. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R| Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan,
10.  Peraturan Pemerintah Rl No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
11.  Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
12, Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.

13, Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.

14.  Permenh Dikbut No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.

15 Perwako Bitung Mo 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAUD
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anan
Usla Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.

16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

B ainy =

Memperhatikan 1. Surat Permohonan ljin Operasional TK * Gmim Winenet * Kelurahan Winenet Satu,
Kecamatan Aerlembaga Kata Bitung
Tanggal 22 September 2021

2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan lugas perbanluan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian Ijin operasional
Taman Kanak-Kanak * GMIM WINENET® Kelurahan Winenel Satu Kecamatan
Aertembaga Kola Bitung.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA Memberikan ljin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak * Gmim

Winenet* Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aerlembaga Kota Bitung, untuk
menyelenggarakan Taman kanak — Kanak yang diberi nama TK * Gmim Winenet’

KEDUA . Pimpinan Taman Kanak — Kanak * Gmim Winenet” selaku penyelenggara Taman
Kanak — Kanak * Gmim Winenet”  Kelurahan Winenel Satu , Kecamatan Aertembaga
Kota Bltung berkewajiban untuk memenuhl segala kelentuan sebagaimana yang
dilsyaratkan oleh Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 84 Tahun
9014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA s Segala akibat yang timbul sehagal akibat diterbitkannya [jin Operasional ini, dapat
ditanggulangl secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
fernyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian
seperiunya.

Ditetapkandi  : Bitung
Padatanggal ' a4 September 2021

Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198801 1 003

Si

Tembusan
|, Arsip
2. Yang bersanghutan
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